
   
 
 
 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK  
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
pemeriksaan kesehatan hewan, meningkatkan 
derajat kesehatan hewan, produksi dan 
produktifitasnya, perlu adanya pelayanan kesehatan 
hewan; 

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan 
hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dengan memperhatikan kebutuhan biaya pelayanan 
dan kemampuan masyarakat, diperlukan pedoman 
sebagai dasar pengaturan pelaksanaan dan 
pungutan daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah 
untuk Laboratorium Kesehatan Hewan yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah; 

c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah untuk Laboratorium Kesehatan Hewan 
merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha 
yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk 
Laboratorium Kesehatan Hewan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

6. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5619); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 
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12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 
tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3102); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 
tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4424); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 
tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan 
Hewan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5296);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5357); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5543); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6322); 

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 253); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
214); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 229); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

dan 

BUPATI SUKOHARJO 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK 
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

5. Retribusi Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan 
adalah Pembayaran atas penggunaan/sewa alat 
laboratorium yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah 
Daerah. 

6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial 
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 
Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

9. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 
lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Bupati. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan 
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 
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12. Orang atau badan adalah orang perorangan atau 
korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di 
bidang peternakan dan kesehatan hewan.  

13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 
sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, 
alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, 
pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan 
pengusahaannya.  

14. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan 
dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan 
kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan 
penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, 
medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan 
hewan, serta keamanan pakan.  

15. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah laboratorium 
Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang 
kesehatan hewan. 

16. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di 
bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan 
kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan 
pelayanan kesehatan hewan. 

17. Pemeriksaan hewan adalah rangkaian dan tindakan 
pengamatan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap 
hewan untuk mendapatkan kepastian apakah hewan itu 
bebas dari penyakit. 

18. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah 
teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat 
reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi 
sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan 
tujuan agar ternak bunting. 

19. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus 
dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan 
IB. 

20. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang 
menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan 
berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik 
veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal 
dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat. 

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi dan guna menentukan tersangkanya. 
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22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan 
penyidikan.  

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah. 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk 
Laboratorium Kesehatan Hewan dipungut Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah atas Penggunaan Laboratorium 
untuk pemeriksaan kesehatan hewan. 

 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi adalah Pemakaian/Penggunaan 
Kekayaan Daerah atas Laboratorium Kesehatan Hewan. 

(2) Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk tindakan kesehatan hewan; 

b. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk konsultasi hewan; dan 

c. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk sertifikat veteriner hewan. 

 

Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
memanfaatkan fasilitas Laboratorium Kesehatan Hewan. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan 
merupakan bagian dari Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah. 
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BAB IV 

 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN 

RETRIBUSI 

Pasal 6 

(1) Tingkat penggunaan retribusi diukur berdasarkan: 

a. jenis alat yang digunakan/dipakai; dan 

b. jenis hewan. 

(2) Jenis penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari: 

a. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Tindakan Medik dan Terapi; 

b. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Tindakan Pemeriksaan Hewan; 

c. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Rawat Jalan; 

d. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Vaksinasi; 

e. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Tindakan Medis non Operasi; 

f. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Tindakan Medis Operasi; 

g. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Grooming; 

h. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Rawat Inap; 

i. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Penitipan; dan  

j. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan 
Hewan untuk Pelayanan IB.  

(3) Jenis hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b terdiri dari: 

a. hewan pangan meliputi: 

1. hewan kecil; 

2. hewan besar; dan 

3. unggas. 

b. hewan non pangan meliputi: 

1. hewan kesayangan/hobi; dan 

2. eksotis.  
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BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN 
BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Laboratorium 
Kesehatan Hewan didasarkan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila 
pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien 
dan berorientasi pada harga pasar. 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 8 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi diukur 
berdasarkan perhitungan atas biaya langsung. 

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 9 

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali.  

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga 
dan perkembangan perekonomian.  

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

BAB VII 

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI  

DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 10 

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di daerah.  

 

Pasal 11 

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi memanfaatkan 
fasilitas pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan. 
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Pasal 12 

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 

BAB VIII 

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 13 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan.  

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau 
kartu langganan.  

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah. 

(4) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.  

 

Pasal 14 

(1) Penagihan retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi 
dengan mengeluarkan STRD.   

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat 
teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi 
retribusi yang terutang.   

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.    

 

BAB IX 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  DAN 
PENUNDAAN PEMBAYARAN 

Bagian Kesatu 

Penentuan Pembayaran 

Pasal 15 

(1) Pembayaran Retribusi ditentukan setiap harian.  

(2) Besarnya Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan 
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.  
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Bagian Kedua 

Tempat Pembayaran  

Pasal 16 

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat Pelayanan 
Laboratorium Kesehatan Hewan. 

(2) Pembayaran Retribusi kepada petugas sesuai waktu yang 
ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan.     

(3) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor oleh petugas ke 
Kas Daerah paling lama dalam waktu 1 (satu) hari. 

 

Pasal 17 

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.  

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan 
tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Penundaan Pembayaran 

Pasal 18 

(1) Retribusi dibayarkan pada saat Subjek Retribusi 
memperoleh fasilitas Laboratorium Kesehatan Hewan, 
sehingga tidak diberlakukan angsuran. 

(2) Penundaan pembayaran dapat dilakukan dalam hal 
terjadi keadaan kahar. 

 

BAB X 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI 

Pasal 19 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi.   

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan 
pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 
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Pasal 20 

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (1) antara lain: 

a. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan 
untuk pemeriksaan dan pengobatan ternak milik 
Pemerintah; 

b. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan 
untuk Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan 
Menular Strategis Zoonosis (PHMSZ); dan 

c. Penggunaan/Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan 
untuk pengobatan massal.  

 

BAB XI 

KEDALUWARSA PENAGIHAN   

Pasal 21 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa 
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 
sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.   

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tertangguhkan apabila:  

a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi 
baik langsung maupun tidak langsung.    

(3) Petunjuk pelaksanaan kedaluwarsa penagihan diatur 
dalam Peraturan Bupati. 

 

BAB XII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 22 

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu 
atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 dikenai sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. peringatan secara tertulis; atau 

b. penghentian sementara penggunaan/pemakaian 
fasilitas Laboratorium Kesehatan Hewan. 

(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 23 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana agar keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana tersebut; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak 
pidana; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan 
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak 
pidana; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan penyidikan tindak pidana; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa 
sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi; 
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j. menghentikan penyidikan setelah mendapat 
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup 
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 
umum, tersangka atau keluarganya;  

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 

l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang 
berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan 
penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan 
koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum 
melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  

 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 24 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sehingga 
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling 
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak 
atau kurang dibayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 
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BAB XV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi 
Pengambilan Sampel Nekropsi ternak Unggas dan 
Pemeriksaan Mikroba Brucella Rapit Test dan Avian Influensa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf D 
Pemakaian Kekayaan Daerah Pertanian, Angka 1 Pemakaian 
Laboratorium Huruf A dan Huruf E Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 253) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.  

 

Pasal 26  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di  Sukoharjo 
pada tanggal 17 Maret 2020 

BUPATI  SUKOHARJO,  
 

             ttd 

 

WARDOYO WIJAYA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal  17 Maret 2020 
 
       SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 
                    
                      ttd 
 
          AGUS SANTOSA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2020 NOMOR 1 

 
Salinan Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 
 
 
 

BUDI SUSETYO, SH,MH 
Pembina Tingkat I 

NIP.19730705 199203 1 004 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI  
JAWA TENGAH : (1-40/2020) 

 

PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO   

NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 
 

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK  
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN 

 
I. UMUM. 

Bahwa berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
menetapkan retribusi sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Undang-
Undang agar dapat lebih profesional di dalam memberikan pelayanan 
di segala bidang kepada masyarakat. 

Dalam rangka pelayanan kesehatan, tidak terbatas pada 
manusia saja karena hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang 
Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal 
hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang 
pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan 
kesehatan manusia. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan dasar hukum 
untuk pengaturannya sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk 
Laboratorium Kesehatan Hewan. 

 
II. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1  
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Ayat (1)   

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan sertifikat veteriner adalah surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan 
berwenang yang menyatakan bahwa hewan dan produk 
hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, 
kesehatan dan keutuhan. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas.  

Pasal 6 

Ayat (1)    

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 Huruf b 

Yang dimaksud dengan “tindakan pemeriksaan 
kesehatan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi 
fisik hewan serta dokumen yang menyertainya. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "rawat jalan" adalah 
pelayanan medis untuk tujuan pengamatan, 
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan 
kesehatan hewan lainnya, tanpa mengharuskan 
hewan tersebut dirawat inap. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "vaksinasi" adalah usaha 
pengebalan hewan dengan menggunakan vaksin 
yang merupakan  pertahanan ke dua dalam upaya 
mengendalikan dan memberantas wabah penyakit 
hewan. 

Huruf e 
Yang dimaksud “tindakan medis non operasi” 
adalah suatu tindakan medis yang dilakukan 
tanpa pembedahan. 

Huruf f 
Yang dimaksud “tindakan medis operasi” adalah 
suatu tindakan medis yang dilakukan dengan 
pembedahan. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan “grooming” adalah proses 
memandikan/membersihkan hewan peliharaan 
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kucing, anjing, kelinci dengan menggunakan 
bahan dan teknik tertentu serta peralatan yang 
memadai. 

 
Huruf h 

Yang dimaksud dengan ”rawat inap” adalah proses 
perawatan hewan oleh tenaga kesehatan 
profesional akibat penyakit tertentu, di mana 
hewan diinapkan di suatu ruangan di Pusat 
Kesehatan Hewan. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan “penitipan” diperuntukkan 
untuk kucing, hewan, anjing besar, anjing kecil, 
kelinci, unggas. 

Huruf j  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “hewan pangan” adalah hewan 
yang lazim dikonsumsi oleh manusia. 

Angka 1 

Yang dimaksud dengan “hewan kecil” antara lain 
Domba, Kambing, Babi dan sejenisnya. 

Angka 2 

Yang dimaksud dengan “hewan besar” antara lain 
Sapi, Kerbau, Kuda dan sejenisnya. 

Angka 3 

Yang dimaksud dengan “unggas” adalah hewan 
pemakan bijian digolongkan dalam kelas Aves 
seperti ayam, bebek, angsa, entog, merpati dan 
sejenisnya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “hewan non pangan” adalah 
hewan yang tidak lazim dikonsumsi oleh manusia. 

Angka 1 
Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan/hobi” 
adalah hewan yang dipelihara untuk hobi seperti 
Anjing, Kucing dan sejenisnya. 

Angka 2 
Yang dimaksud “eksotis” adalah hewan liar yang 
telah didomestikasi atau dipelihara untuk tujuan 
hobi atau penangkaran. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15  

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Pengobatan massal” adalah kegiatan 
terpadu untuk pencegahan dan pengobatan penyakit serta 
layanan reproduksi pada hewan ternak yang dipelihara oleh 
masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi  
pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 
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Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020 
NOMOR 288 
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